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Abstrak  
Jaminan social sebagai salah satu bentuk perlindungan social, agar dapat 
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Program jaminan sosial antara lain Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan sebagaimana amanat Undang – Undang No.24 Tahun 2011 
tentang BPJS. Demi terselenggaranya program ini ke masyarakat, BPJS 
Kesehatan melakukan kerjasama dengan berbagai fasilitas dan pelayanan 
kesehatan.  Salah satu dari jasa layanan kesehatan itu adalah praktek dokter. 
Perjanjian kerjasama yang akan diteliti adalah perjanjian kerjasama yang akan 
dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan Dokter Soni Suharsoono. Maka sebab itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian antara 
BPJS Kesehatan dengan Dokter dalam menangani pasien, mengetahui peraturan 
yang berlaku dan hak dan kewajiban antara BPJS Kesehatan dengan Dokter, serta 
mengetahui pertanggungjawaban hukum apabila salah satu pihak melanggar atau 
melakukan kesalahan pada perjanjian kedua belah pihak. Penelitian ini termasuk 
jenis penelitian deskriptif, dimana akan menjelaskan mengenai tanggung jawab 
hukum dalam perjanjian kerjasama antar BPJS Kesehatan dengan dokter. 
Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan normatif, yang mana akan 
meneliti setiap peraturan yang ada yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama 
antara BPJS Kesehatan dengan dokter. Hasil penelitian ini memaparkan mengenai 
proses perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan dokter harus 
memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Setelah memenuhi hal tersebut, 
pihak dokter memenuhi syarat sebagai dokter keluarga maka pihak BPJS 
Kesehatan menyetujui sebagai salah satu fasilitas kesehatan pertama (faskes) 
BPJS Kesehatan. Bila permohonan Pihak Kedua disetujui oleh Pihak Pertama 
maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan dan diikat dengan sebuah 
perjanjian yang berbentuk akta perjanjian yang sudah disepakati dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebut, lahirlah 
hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak BPJS 
Kesehatan dan pihak dokter. Maka dari itu kedua belah pihak harus melaksanakan 
kewajibannya dengan sebaik-baiknya, jika tidak maka akan ada tanggung jawab 
hukumnya. Tanggung jawab terjadi apabila salah satu pihak melakukan kesalahan, 
atas dasar wanprestasi yang terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata dan 
perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.  
 





Social security is one form of social protection, so that the basic needs of a decent 
life can be fulfilled for all the people of Indonesia. Social security programs 
include the National Health Insurance (JKN) which is carried out by the Social 
Security Administering Agency (BPJS) as mandated by Law No.24 of 2011 
concerning BPJS. For the sake of implementing this program to the community, 
BPJS Kesehatan collaborates with various health facilities and services. One of 
the health services is a doctor's practice. The cooperation agreement that will be 
examined is a cooperation agreement that will be carried out by BPJS Kesehatan 
with Doctor Soni Suharsoono. So because of that, this study aims to determine the 
process of implementing the agreement between BPJS Health and Physicians in 
handling patients, knowing the applicable regulations and the rights and 
obligations between BPJS Health and Doctors, and knowing legal liability if one 
party violates or makes a mistake in the second agreement the parties. This 
research is a type of descriptive research, which will explain the legal 
responsibility in the cooperation agreement between BPJS Kesehatan and the 
doctor. The approach of this research is a normative approach, which will 
examine each existing regulation relating to the cooperation agreement between 
BPJS Kesehatan and the doctor. The results of this study describe the process of 
cooperation agreements between BPJS Health and doctors must meet 
administrative requirements and legal requirements. After fulfilling this, the 
doctor qualified as a family doctor so the BPJS Health approved it as one of the 
first health facilities (health facilities) BPJS Kesehatan. If the request of the 
Second Party is approved by the First Party, the two parties make an agreement 
and are bound by an agreement in the form of an agreement that has been agreed 
and signed by both parties. From the agreement, a legal relationship was born 
which gave rise to rights and obligations for BPJS Health and the doctors. 
Therefore both parties must carry out their obligations as well as possible, 
otherwise there will be legal liability. Responsibility occurs if one of the parties 
makes a mistake, on the basis of the default contained in article 1243 of the Civil 
Code and illegal acts contained in article 1365 of the Civil Code. 
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1. PENDAHULUAN  
Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus 
diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana yang dimmaksud 
dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap 
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batinn, bertempat tinggal dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan”. Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”  
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Dikeluarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa 
program jaminan social wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan 
Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan social. Jaminan Kesehatan 
tersebut dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang penyelenggaraannya 
dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
sebagaimana amanat Undang – Undang No.24 Tahun 2011 tentang BPJS.  
Pelayanan jasa kesehatan yang dibentuk oleh BPJS ini dapat diperoleh 
peserta BPJS hampir di semua tempat-tempat penyediaan jasa layanan kesehatan, 
umumnya diperoleh melalui jasa perseorangan, misalnya praktek dokter, dokter 
gigi, bidan, dan yang diperoleh melalui lembaga pelayanan kesehatan seperti 
rumah sakit, balai pengobatan, apotek dan sejenisnya. Dalam penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan semua fasilitas kesehatan harus bekerjasama dengan BPJS. 
Salah satu dari jasa layanan kesehatan itu adalah praktek dokter. BPJS Kesehatan 
dan praktek dokter melakukan perjanjian  kerjasama. Hubungan kedua belah 
pihak tersebut merupakan hubungan yang didasarkan atas hubungan hukum, yaitu 
hukum keperdataan dalam hal ini hukum perjanjian yang menimbulkan perikatan 
antara kedua belah pihak.  
Dalam hal  ini hubungan hukum antara dokter dengan pasien didasarkan 
adanya suatu perjanjian. Dalam bidang kesehatan, perjanjian antara dokter dengan 
pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua 
belah pihak disebut perjanjian terapeutik. Hubungan antara dokter dan pasien, 
maka dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik itu merupakan para pihak yang 
dapat dianalogikan dengan perikatan umum menurut hukum tentunya juga harus 
memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata 
tersebut (Koeswadji, 1992).  
Untuk melihat perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Praktek dokter, 
penulis melakukan penelitian praktek dokter umum dr. Soni Suharsono di 
Kabupaten Blora. Praktek dokter Soni Suharsono yang telah mengadakan 
perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan mulai tahun 2014 hingga saat ini, 
perjanjian kerjasama ini berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang kembali. 
Perjanjian antara BPJS Kesehatan dan praktek dokter Soni dan dengan pasien 
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peserta BPJS terdapat kesepakatan para pihak yang kemudian akan menimbulkkan 
hak dan kewajiban, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka ia harus 
bertanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu pihak tidak 
mentaati peraturan maka ia juga harus bertanggung jawab atas dasar perbuatan 
melawan hukum.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses 
pelaksanaan perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Dokter dalam menangani 
pasien (2) Bagaimana hak dan kewajiban antara BPJS Kesehatan dengan Dokter 
sesuai peraturan yang berlaku (3) Bagaimana pertanggungjawaban hukum apabila 
salah satu pihak melanggar atau melakukan kesalahan pada perjanjian kedua belah 
pihak. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana 
bagaimana proses pelaksanaan perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Dokter 
dalam menangani pasien. (2) Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara BPJS 
Kesehatan dengan Dokter sesuai peraturan yang berlaku. (3) Untuk mengetahui 
pertanggungjawaban hukum apabila salah satu pihak melanggar atau melakukan 
kesalahan pada perjanjian kedua belah pihak. 
Manfaat yang diharapkan adalah (1) penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan ilmu dan pengalaman berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh 
penulis. Sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan penulis 
faham mengenai tanggung jawab hukum suatu perjanjian kerjasama BPJS 
Kesehatan dengan dokter keluarga. (2) mampu memberikan ilmu pengetahuan 
tambahan khususnya dalam ilmu hukum dan memberikan manfaat dalam bidang 
hukum kesehatan perdata khususnya hukum yang berkaitan dengan perjanjian 
dalam keikut sertaan BPJS Kesehatan. (3) memberikan wawasan dan pengetahuan 
kepada masyarakat sehingga dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat 
mengenai perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Dokter Keluarga 
dalam menangani pasien peserta BPJS. 
2. METODE 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
normative, karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum 
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serta asas hukum dalam tanggung jawab hukum, sehingga dapat diketahui 
legalitas atau kedudukan hukum dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum. 
Jenis data yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini 
dilakukan untuk menggambarkan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata  
secara menyeluruh dan sistematis mengenai proses perjnajian antara BPJS 
Kesehatan dengan Dokter keluarga dalam menangani pasien peserta BPJS beserta 
tanggung jawab hukumnya. Sumber data yang digunakan adalah (1) Penelitian 
kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder, yang didapatkan 
dengan menggunakan yaitu (a) Bahan Hukum Primer yakni yang didapatkan dari 
KUHPerdata. (b) bahan hukum sekunder yang didapatkan dari buku-buku, 
dokumen serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tanggung 
jawab hukum antara BPJS Kesehatan dengan dokter keluarga dalam menangani 
pasien peserta BPJS. (2) Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data 
primer yang didapatkan melalui (a) Lokasi penelitian, peneliti mengambil lokasi 
penelitian di Praktek Dokter Umum dr. Soni Suharsono di Blora dan BPJS 
Cabang Kota Blora. (b) Subyek Penelitian, dalam penelitian ini yang dijadikan 
subyek penelitian adalah pihak yang bisa memberi penjelasan secara jelas 
mengenai proses perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Dokter dalam 
menangani pasien peserta BPJS yaitu Dokter Soni Suharsono dengan kepala 
cabang BPJS Kota Blora. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data 
adalah (a) studi kepustakaan. (b) penelitian lapangan berupa menyusun daftar 
pertanyaan dan melakukan wawancara. Penganalisaan dari data sekunder dan data 
primer yang terkumpul menggunakan teknik deskriptif kualitatif.  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses pelaksanaan perjanjian antara BPJS Kesehatan cabang pati 
dengan dokter keluarga (dr. Soni Suharsono) 
Dalam proses perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Dokter, sebelum 
terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak maka dokkter mengajukan 
permohonan kerjasama menjadi dokter keluarga BPJS Kesehatan dan haruslah 
memenuhi semua persyaratan administrasi dan syarat hukum. 
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 Syarat administrasi yang harus dipenuhi yaitu : dokter mencantumkan SIP 
(Surat Ijin Praktik), mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 
mencantumkan perjanjian kerjasama dengan laboratorium dan apotek, surat 
pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan 
Kesehatan Nasional, Fotocopy Nomor Rekening Tabungan Bank. 
 Syarat hukum yang harus dipenuhi pihak BPJS Kesehatan dan pihak 
Dokter diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : sepakat mereka yang 
mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal 
tertentu, suatu sebab yang halal 
Perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Dokter Keluarga ini 
merupakan perjanjian baku yaitu isi dan persyaratannya dibuat oleh salah satu 
pihak yaitu pihak BPJS Kesehatan, pihak BPJS Kesehatanlah yang membuat 
perjanjian tertulis atau yang dinamakan akta perjanjian, sedangkan apabila pihak 
dokter memenuhi syarat sebagai dokter keluarga maka pihak BPJS menyetujui 
sebagai salah satu fasilitas kesehatan pertama (faskes) BPJS Kesehhatan, maka 
dokter harus mentaati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah dibakukan 
oleh pihak BPJS Kesehatan. Bila permohonan pihak dokter disetujui oleh pihak 
BPJS maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan dan diikat dengan sebua 
perjanjian berbentuk akta perjanjian yang sudah disepakati dan ditandatangani 
oleh kedua belah pihak.     
Setelah terjadi kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Dokter, tercipta 
perjanjian yang sah yang kemudian menimbulkan sebuah hubungan hukum yang 
mana hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak BPJS 
Kesehatan dan pihak Dokter.  
3.2 Peraturan serta hak dan kewajiban antara BPJS kesehatan cabang pati 
dengan dokter Soni Suharsono sesuai peraturan yang berlaku 
Peraturan yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian antara BPJS Kesehatan 
dengan Dokter harus memenuhhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu (1) Sepakat mereka yang 
mengikatkan dirinya.  (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. (3) Suatu 
hal tertentu. (4) Sebab (causa) yang halal 
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Para pihak harus memenui syarat terjadinya suatu perjanjian yang diatur 
dalam Pasal 1320 KUHPerdata Ayat (1). Setelah terjadinya kesepakatan, 
kemudian terjadi hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dimana 
hak Dokter merupakan kewajiban dari pihak BPJS begitu pula sebaliknya, apabila 
salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibanya maka harus bertanggung jawab. 
Pertanggung jawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab atas perbuatan 
wanprestasi yang terdapat dalam pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata atau perbuatan melawan hukum pasal 1365 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 
Adapun Hak dari pihak BPJS Kesehatan antara lain : Mendapatkan data 
dan informasi tentang Sumber Daya Manusia, sarana prasarana Dokter Keluarga 
dan informasi lain tentang pelayanan kepada Peserta, Memperoleh rekam medis 
Peserta untuk kepentingan pembayaran biaya pelayanan kesehatan berupa 
ringkasan rekam medis dan melihat rekam medis Peserta dari Dokter Keluarga 
dengan tetap menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Menerima data pelayanan bulanan yang 
mencakup pencatatan atas jumlah kunjungan Peserta, jumlah rujukan dan 
diagnosis melalui aplikasi dan/atau laporan lainnya yang berkaitan dengan 
Program JKN dari pihak dokter dan Jejaring Faskesnya. 
Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak BPJS Kesehatan adalah 
Menyediakan data nama dan alamat Peserta terdaftar secara berkala setiap bulan 
melalui aplikasi BPJS Kesehatan, Melakukan pembayaran pelayanan kesehatan 
kepada Dokter Keluarga, Melakukan pembayaran biaya kapitasi kepada Dokter 
Keluarga paling lambat tanggal 15 (lima belas)  pada bulan berjalan, dalam hal 
pembayaran kapitasi jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari 
kerja berikutnya, Memberikan informasi berkaitan dengan prosedur pelayanan, 
pembayaran dan proses kerjasama Dokter Keluarga. 
Sedangkan Hak dari pihak Dokter Keluarga adalah Mendapatkan data 
nama Peserta dan alamat terdaftar secara berkala setiap bulan melalui aplikasi 
BPJS Kesehatan, Menerima pembayaran pelayanan kesehatan dari BPJS 
Kesehatan, Menerima pembayaran Klaim non kapitasi atas pelayanan yang 
diberikan kepada Peserta sejak berkas klaim diajukan dan telah di verifikasi, 
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paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap oleh BPJS 
Kesehatan. 
Kewajiban dari pihak Dokter Keluarga adalah  Memberikan 
pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan ruang lingkup dan prosedur 
pelayanan kesehatan sebagaimana diatur, Memberikan pelayanan kesehatan sesuai 
dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 
(SKDI), Memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Peserta termasuk 
mengenai pelayanan JKN, Menjamin Peserta mendapatkan obat, alat kesehatan, 
dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi 
medis,Menyampaikan laporan pelayanan bulanan termasuk pelayanan Jejaring 
Faskes yang mencakup pencatatan atas jumlah kunjungan Peserta, jumlah rujukan 
dan diagnosis melalui aplikasi dan/atau laporan lainnya yang berkaitan dengan 
Program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan, kecuali wilayah yang tidak 
tersedia jaringan komunikasi data, laporan pelayanan dalam bentuk manual 
dengan format Laporan sesuai yang tercantum pada Lampiran IV. 
3.3 Pertanggungjawaban hukum apabila salah satu pihak melanggar atau 
melakukan kesalahan pada perjanjian kedua belah pihak 
Tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan 
dengan Dokter terjadi karena adanya suatu kesalahan dan dapat menimbulkan 
masalah. Kesalahan tersebut dapat didasarkan atas wanprestasi yang diatur dalam 
Pasal 1237 KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 
KUHPerdata. Dengan demikian, maka pihak yang melakukan kesalahan tersebut 
dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian menurut hukum, maka 
kedua pihak harus bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian atas dasar 
wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata “ penggantian biaya, rugi dan 
bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, 
apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap 
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya 
dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” 
dan perbuata melawan hukum yang terdapat pada pasal 1365 KUHPerdata “ tiap 
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 
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mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 
kerugian tersebut.” 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Pertama, Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan 
dokter keluarga harus memenuhi semua syarat dan peraturan mulai dari sebelum 
terjadinya kesepakatan hingga terjadinya kesepakatan. Kedua belah pihak harus 
memenuhhi syarat administrasi dan syarat hukum. Dengan adanya kesepakatan 
maka lahirlah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kedua 
belah pihak. Serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 
kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.  
Kedua, Peraturan dalam pasal 1320 KUHPerdata serta ketentuan dalam 
akta perjanjian harus dipenuhi kedua belah pihak, begitu juga dengan hak dan 
kewajiban antara pihak BPJS Kesehatan dan pihak Dokter Keluarga. 
Ketiga, mengenai pertanggung jawaban hukum, apabila salah satu pihak 
melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, 
maka pihak tersebut arus mengganti kerugian. Sesuai dengan pasal 1243 
KUHPerdata mengenai wanprestasi dan pasal 1365 KUHPerdata mengenai 
perbuatan melawan hukum.  
4.2  Saran  
Pertama, Bagi pihak BPJS Kesehatan dalam membuat isi perjanjian dapat 
membuat perjanjian yang mengikuti setiap perubahan kebijakan yang dikeluarkan 
oleh Kementrian Kesehatan agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan 
perjanjian. Dihharapkan pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi terkait 
dengan fasilitas kesehatan yang belum memberikan pelayanan kesehatan yang 
sesuai dengan isi perjanjian kerjasama agr keluhan peserta BPJS Kesehatan dapat 
berkurang. 
Kedua, Bagi pihak Dokter Keluarga, Dokter melaksanakan pelayanan 
kepada pasien peserta BPJS Kesehatan dengan baik dan jelas, menggunakan 
bahasa yang dimmengerti oleh pasien dan menjelaskan tentang pelayanan BPJS 
agar masyarakat mengetahui dan memahami prosedur pelayanan BPJS. Dokter 
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lebih teliti  dan berhati-hati dalam membaca surat perjanjian dan telah memahami 
isi perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan dokter. 
Ketiga, Bagi Masyarakat, Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama 
sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dan teliti. Apabila masyarakat akan 
melakukan perjanjian kerjasama namun belum mengerti bagaimana proses 
perjanjian tersebut lebih baik bertanya atau mencari tahu terlebih dahulu 
bagaimana proses perjanjian yang benar dan sah menurut hukum, karena tidak 
semua orang paham mengenai hukum dan juga demi menghindari dari hal-hal 
yang buruk yang tidak diharapkan dalam perjanjian.  
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